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ANDI ARDIAN SYAHRUDDIN, B 111 10 414, Tinjauan Yuridis 
Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Politik 
Di Kota Makassar Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 
2011 Tentang Partai Politik.(Dibimbing oleh AminuddinIlmar selaku 
Pembimbing I dan Kasman Abdullah selaku Pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan oleh Partai Politik di 
Kota Makassar.Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan pendidikan politik bagi 
masyarakat oleh Partai Politik di Kota Makassar. 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan teknik 
pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan.Data 
dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara di lapangan, dan data 
sekunder dari referensi-referensi, seperti peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif.Penelitian 
ini dilakukan di DPD II Partai Golkar Kota Makassar, DPC Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Makassar, dan DPC Partai 
Demokrat Kota Makassar. 
Adapun hasil penelitian menunjukkan: Pertama, partai-partai politik di 
Kota Makassar merumuskan program kerja terkait pendidikan politik  
mengacu pada AD/ART partai, hasil dari rapat kerja yakni program 
nasional ke program daerah dan dengan melihat kondisi masyarakat Kota 
Makassar. Bentuk kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat (eksternal) 
yang telah dilaksanakan oleh partai politik tersebut seperti seminar dan 
sosialisasi.Hal ini sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.Kedua, partai politik di Kota Makassar menerima 
bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Makassar yang 
digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik bagi kader dan 
anggota partai politik dan operasional sekretariat partai poltik diwajibkan 
untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan 
tersebut kepada Pemerintah Kota Makassar setelah diperiksa Badan 
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan bagi 
partai poltik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan 
keuangan yang bersumber dari APBD Kota Makassar sampai laporan 







Assalamualaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis 
Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi masyarakat oleh Partai Politik di Kota 
Makassar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 
Partai Politik” untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program 
Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 
 Merangkaikan kata menjadi kalimat, kemudian membahas dan 
menyatukannya menjadi sebuah karya ilmiah merupakan suatu hal yang 
tak mudah untuk secepatnya diselesaikan karena diperlukan suatu proses 
yang relatif panjang, menyita segenap tenaga dan pikiran dengan penuh 
kesabaran, kerja keras, serta motivasi, dukungan dan doa orang-orang 
tercinta serta bantuan dari banyak pihak mustahil Penulis sanggup 
menjalani tahap demi tahap dalam proses penulisan skripsi ini maupun 
selama menjalani proses akademik di kampus merah. 
 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak 
kekurangan yang seharusnya ada perbaikan di masa yang akan datang. 
Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
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diharapkan Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah 
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Serta Alm. Andi Mappaseling dan Alm.Nurhayati yang telah mendidik dan 
mengasuh Penulis dengan cinta dan kasih sayang selama beliau masih 
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 Dan tak lupa pula Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada 
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S.H., M.H. selaku Pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak 
masukan, arahan dan saran terhadap penulisan Skripsi ini. Serta Prof. 
Muh. Yunus Wahid S.H., M.H., bapak Muchsin Salnia S.H., dan ibu Eka 
Merdekawati S.H., M.H. selaku Penguji Penulis yang telah memberikan 
saran dan kritikan terhadap penulisan skripsi ini. 
 Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis juga ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
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A. Latar Belakang 
Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem 
demokrasi, yang artinya pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi 
ada di tangan rakyat namun tetap dalam koridor hukum.Hal ini tertuang 
pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 
Dalam pasal ini kita dapat melihat bahwa demokrasi itu sendiri 
dapat diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat dalam 
tertib perundang - undangan.Oleh karena itu, dalam Negara demokrasi 
seperti Indonesia menghendaki atau menuntut pertanggung jawaban 
dariyang memerintah.Sehingga dalam pelaksanaannya, pemerintah yang 
berjalan secara demokratis tidak boleh melanggar hak-hak asasi 
perorangan atau kelompok atau melainkan harus melindungi hak asasi 
tersebut. 
Setiap warga Negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk 
menyampaikan usulan dan aspirasinya yang bertujuan untuk membangun 
dan memajukan bangsa dan negara.Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 
28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
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dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang”. 
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus 
dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis.Hak untuk berserikat dan 
berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik 
sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia1. 
Sesuai dengan undang-undang dasar sebuah negara, maka partai 
politik merupakan perlembagaan dari kebebasan warga Negara untuk 
berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh undang-undang 
dasar.Hal itu berarti, partai politik berfungsi sebagai wadah dari hak yang 
dimiliki oleh setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Dengan 
wadah itu, maka apa yang menjadi nilai, keyakinan atau tujuan 
sekelompok warga negara dapat diperjuangkan secara lebih sistematis 
dan dijamin oleh hukum. 
Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang 
sangat penting dalam setiap sistem demokrasi.Partai memainkan peran 
penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan 
dengan warga negara.Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai 
politiklah yang sebetulnya demokrasi, seperti yang dikatakan oleh 
Schattcheider (1942), “Political parties created democracy”.Oleh karena 
                                                             
1 Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik 
3 
itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat 
derajat perlembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap 
sistem politik yang demokratis.2 
Partai politik merupakan komponen penting dari sistem politik 
moderen, yang bersendikan perwakilan politik. Negara moderen yang 
tidak memungkinkan lagi menerapkan demokrasi langsung, baik 
disebabkan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang besar, maupun 
diferensiasi sosial dari warga negara, memerlukan lembaga dan struktur 
sosial politik yang memungkinkan warga negara sebagai pemilik negara 
yang sesungguhnya berpartisipasi menentukan bentuk dan arah 
perjalanan kehidupan bersama. Di antara lembaga dan struktur politik itu 
adalah badan perwakilan dan partai politik. 
Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan 
disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna 
mendukung sistem presidensiil yang efektif.Penataan dan 
penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, 
pertama membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau 
sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-
prinsip dasar sistem demokrasi.Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan 
perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen 
keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan 
dan kepemimpinan politik yang kuat.Kedua, memaksimalkan fungsi partai 
                                                             
2JimlyAsshiddiqie,Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta RajaGrafindo Persada 2013) hlm. 
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politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai 
politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta 
rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon 
pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik3. 
 Melihat begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah 
selayaknya jika partai politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi 
yang sehat dan efektif.Keberadaan partai politik dalam menumbuhkan 
demokrasi harus dicerminkan dalam bentuk pelaksanaan peran dan 
fungsinya sebagai agen sosialisasi dan pendidikan politik. 
 Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 
tidak terlepas dari pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh 
partai politik.Karena pendidikan politik merupakan elemen penting dalam 
sistem sosial politik disetiap negara, baik negara maju maupun negara 
berkembang. 
 Namun dalam fenomena yang ada dalam pengembangan 
kehidupan politik, banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak dan 
kewajibannya dalam bidang politik, kemudian tidak mampu memahami 
kedudukan pribadinya dan peranan politiknya. Seperti halnya pemilihan 
umum legislatif tahun 2014 di kota Makassar, jumlah pemilih yang 
menggunakan hak pilihnya sebanyak 627.178 jiwa atau 61,45 persen dari 
jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 1.020.585 jiwa.4 Sehingga jumlah 
                                                             
3 Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Prubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 
4http://beritasatu.com/nasional/180225-golput-di-kota-makassar-mencapai-3855-persen.html. 
Diakses pada 2 Desember 2014 Pukul 21:34 WITA. 
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pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 393.407 jiwa atau 
38,55 persen. 
Hal di atas menunjukkan betapa rendahnya partisipasi politik dan 
tingkat kesadaran masyarakat terhadap haknya sebagai warga 
negara.Masyarakat pada umumnya hanya dijadikan objek politik dan 
terpaksa harus bersedia menjadi objek kepentingan negara disatu sisi dan 
partai politik disisi lain. Sehubungan dengan kondisi masyarakat yang ada 
di dalam keterbelakangan politik, kemudian untuk merangsang partisipasi 
politik secara aktif dari masyarakat dalam usaha pembangunan perlu 
adanya pendidikan politik. 
 Pendidikan politik diatur dalam Pasal 11 angka (1) huruf a Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dimana partai politik 
diwajibkan mewujudkan fungsinya secara konstitusional dengan 
memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas. Dalam 
Undang-Undang ini diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan 
memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk 
meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan 
pasrtisipasi politik dan inisiatif warga Negara, serta meningkatkan 
kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Dan pada Pasal 13 huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 
2011, juga diatur mengenai pendidikan politik yakni kewajiban partai politik 
melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik bagi 
anggotanya. 
6 
 Untuk itu, pendidikan politik terus ditingkatkan agar terbangun 
karakter bangsa yang merupakan watak atau kepribadian bangsa 
Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap 
nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, 
antara lain kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan, 
keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan 
bangsa5. 
Berdasarkan pemaparan diatas, untuk mengetahui pelaksanaan 
dan konsekuensi yuridis pendidikan politik bagi masyarakat yang 
dilakukan oleh partai politik di Kota Makassar, maka penulis memfokuskan 
untuk meneliti sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh 
gelar Sarjana Hukum dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan 
Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Politik Di Kota Makassar 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai 
Politik”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan 
masalah dalam proposal penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat oleh 
Partai Politik di Kota Makassar ? 
2. Bagaimanakah konsekuensi yuridis pelaksanaan pendidikan politik 
bagi masyarakat oleh Partai Politik di Kota Makassar ? 
                                                             
5Penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka  tujuan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat 
oleh Partai Politik di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis pelaksanaan pendidikan 
politik bagi masyarakat oleh Partai Politik di Kota Makassar. 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 
1. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai 
kewajiban yang harus dilakukan partai politik di Kota Makassar 
dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. 
2. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam upaya mendeskripsikan 
tinjauan yuridis pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat 
yang dilakukan oleh partai politik di Kota Makassar. 
3. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan penulis, serta lebih 
mengetahui tentang penerapan ilmu yang telah diperoleh penulis 
semasa perkuliahan. 
4. Diharapkan dari penelitian ini, mampumenghasilkan sebuah 
rekomendasi solusi kepada partai politik di Kota Makassar mengenai 







A. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi 
1. Definisi Demokrasi 
Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu 
“demos” berarti rakyat dan “kratos/kratein” berarti pemerintahan atau 
kekuasaan. Jadi demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat atau 
government by the people.6 Menurut Kamus Hukum, demokrasi adalah 
bentuk pemerintahan yang didasarkan atas kerakyatan.7Sementara itu 
dalam kamus Dictionary Websters mendefinisikan, demokrasi adalah 
pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan 
rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka 
pilih di bawah sistem pemilihan umum yang bebas.8 
Hendry B. Mayo memberikan pengertian tentang sistem politik 
demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum 
ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara 
efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip 
kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya 
kebebasan politik.9 
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Ukhuwah Grafika, 2009). Hlm.31 
9 Ibid, hlm 32 
9 
Penggunaan demokrasi sebagai prinsip hidup bernegara telah 
melahirkan fiksi yuridis bahwa negara adalah milik masyarakat, dan fiksi 
yuridis ini melahirkan tolak tarik kepentingan, atau control, tolak tarik ini 
kemudian menunjukkan aspek lain yakni tolak tarik antara negara dengan 
masyarakat karena kemudian negara mengalami pertumbuhannya sendiri 
sehingga lahir konsep negara organis.10 
2. Demokrasi Di Indonesia 
Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan 
bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat.Dalam pengertian 
yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep 
kekuasaan dari, oleh, untuk dan berasal dari rakyat, dan karena itu 
rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang 
sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.Pada dasarnya 
juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri.Bahkan negara yang 
baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat 
dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. 
Proklamasi kemerdekaan Indonesia 1 Agustus 1945 merupakan 
salah satu bukti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, seperti 
ditegaskan dalam naskah Proklamasi yaitu “Kami bangsa Indonesia 
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”. Namun benih-benih 
kehidupan berdemokrasi di Indonesia telah ada hampir pada semua suku, 
marga, kerajaan di Nusantara, hanya saja belum dapat disebut pasti tahun 
berapa demokrasi mulai berlaku di Indonesia. 
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Kemampuan The Founding Fathers merumuskan demokrasi dalam 
UUD 1945 tidak hanya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan 
pengetahuan, tetapi juga oleh kehidupan keluarga dan daerah asal yang 
sangat mengakar di seluruh pelosok negara Indonesia. UUD 1945 secara 
resmi disahkan tanggal 18 Agustus 1945, namun proses lahirnya telah 
melalui persiapan yang sangat demokratis. Hal ini dapat dilihat dari 
rumusan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang sangat 
singkat, namun telah meletakkan dasar-dasar negara hukum modern yang 
demokratis (democratischerechtsstaat) diartikan sebagai negara 
demokrasi yang berdasar hukum (constitutional democracy), yang dapat 
dilihat pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. 
Rumusan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dapat 
dijadikan sebagai petunjuk yang jelas bahwa negara Indonesia adalah 
negara demokrasi (berkedaulatan rakyat) yang telah tertuang dalam Pasal 
1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan ada ditangan rakyat   yang 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.11 Hal ini menunjukkan 
bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusionil seperti 
dikemukakan oleh Miriam Budiardjo bahwa : 
Ciri khas dari demokrasi konstitusionil ialah gagasan bahwa 
pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang berbatas 
kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang 
terhadap warga negaranya.Pembatasan-pembatasan atas 
kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi.12 
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Penegasan Negara Indonesia sebagai negara demokrasi 
(berkedaulatan rakyat) ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2), Implementasi 
dari kedaulatan rakyat ini adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum 
anggota DPR.Ide demokrasi ini telah ditetapkan oleh the founding fathers 
dengan rumusan bahwa dalam enam bulan sesudah berkhirnya 
peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan 
menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang 
Dasar. 
Pada Hakikatnya terdapat tiga ide untuk menetapkan suatu sistem 
pemerintahan yang demokratis, yaitu : 
a. Ide partisipasi, mengandung pengertian rakyat ikut serta dalam 
proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan bidang 
pemerintahan baik melalui perwakilan maupun secara langsung, 
dengan pernyataan pendapat bail lisan maupun tulisan yang 
harus dilindungi secara konstitusionil. 
b. Ide pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat berarti 
bahwa pemerintah harus mempertanggunbgjawabkan semua 
tindakannya kepada rakyat (accountability) sebab pemerintah 
melaksanakan fungsinya berdasarkan wewenang yang 
diberikan oleh rakyat. 
c. Ide kesamaan, dalam ini kesamaan dalam demokrasi yang 
berarti kesamaan berpartisipasi dalam proses pengambilan 
keputusan dalam hukum dan pemerintahan.13 
 
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, 
demokrasi mengandung tiga arti, pertama, demokrasi dikaitkan dengan 
sistem pemerintahan dalam arti bagaimana caranya rakyat diikutsertakan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan; kedua, demokrasi sebagai asas 
yang dipengaruhi oleh budaya, historis bangsa Indonesia sehingga 
muncul istilah demokrasi konstitusional; dan ketiga, demokrasi sebagai 
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solusi tetantatif untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang dihadapi 
dalam rangka penyelenggaraan negara sehingga lahir istilah musyawarah 
mufakat. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik 
1. Definisi Partai Politik 
Kata partai berasal dari kata pars dalam bahasa Latin, yang berarti 
“bagian”. Dalam kamus bahasa Inggris, kata party berarti pihak (misalnya 
dalam suatu perjanjian), even sosial (pesta), dan grup atau kelompok 
bersama.Berbeda dengan pengertian kata, partai (party) sebagai istilah 
umumnya tidak dibedakan oleh ilmuwan politik dari istilah partai politik 
(political party). Mereka mempergunakan kedua istilah ini untuk menunjuk 
entitas yang sama, yang mereka bedakan dari kelompok kepentingan 
(interest group) atau kelompok penekan (pressure group) yang tidak 
menjadi peserta dalam pemilihan umum.14 
Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu 
kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai 
orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah 
untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik 
dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.15 
Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 
Tentang Partai Politik, yaitu Partai Politik adalah organisasi yang bersifat 
nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara 
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sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, 
bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
Sedangkan definisi partai politik menurut para ilmuwan politik, antara 
lain : 
Carl Friedrich mengatakan bahwa : 
“Sebuah partai politik merupakan sekelompok manusia yang 
terorganisir yang stabil dengan tujuan merebut atau 
mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partai 
dan berdasarkan penguasaan ini akan memberikan manfaat bagi 
anggota partainya, baik idealisme maupun kekayaan material serta 
perkembangan lainnya”.16 
 
Sigmund Neumann dalam buku karyanya Modern Political Parties 
mengemukakan bahwa: 
 “Partai politik merupakan organisasi dari aktivitas politik yang 
berusaha untuk menguasai pemerintahan dengan merebut 
dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan 
lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”.17 
 
Menurut Miriam Budiardjo: 
“Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut 
serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. 
Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang 
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RusadiKantaprawira mengatakan bahwa: 
“Partai politik adalah organisasi dimana di dalamnya terdapat 
pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, 
mempunyai ideologi (political doctrine, political ideal, political thesis, 
ideal objective), mempunyai program politik (political platform, 
material objective) sebagai rencana pelaksanaan atau cara 
pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut pentahapan 
jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai cirri 
berupa keinginan berkuasa (power endeavor).19 
 
Dan menurut Haryanto: 
“yang dimaksud dengan partai politik pada hakikatnya merupakan 
suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang 
mempunyai cita-cita, tujuan-tujuan, dan orientasi yang sama; 
dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari 
rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan 
kemudian mengendalikan/mengontrol jalannya roda pemerintahan; 
yang kesemuanya itu pada gilirannya sebagai pangkal tolak 
organisasi tersebut dalam usahanya merealisir atau melaksanakan 
program-programnya yang telah ditetapkan”.20 
 
Dengan melihat beberapa defenisi diatas, kiranya dapat dipahami 
bahwa partai politik merupakan suatu organisasi yang ada dalam suatu 
negara yang menjalani ideologi tertentu dan dibentuk dengan tujuan 
khusus yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam 
pemerintahan, baik melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah 
untuk mendapatkan dukungan umum. 
2. Perkembangan Partai Politik Di Indonesia 
Zaman Kolonial 
Partai politik pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai 
manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu semua 
organisasi, apakah bertujuan sosial (seperti Budi Utomo dan 
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Muhammadiyah) ataukah terang-terangan menganut asas politik/agama 
(Syarekat Islam dan Partai Katolik) atau asas politik sekuler (PNI dan PKI) 
memainkan peranan penting dalam berkembangnya pergerakan nasional, 
yang pola kepartaiannya pada masa itu menunjukkan keanekaragaman 
pada tahun 1918 didirikan Volksraad dan disamping partai yang menolak 
untuk masuk di dalamnya, ada beberapa partai dan organisasi yang 
memanfaatkan kesempatan untuk bergerak melalui badan ini. Pada 
awalnya pertisipasi organisasi di Indonesia sangat terbatas baru pada 
tahun 1931 hal ini baru berubah, waktu diterima prinsip “mayoritas 
pribumi”, fraksi pribumi terpenting dalam volsraad antara lain Fraksi 
Nasional Indonesia (FRANI) yang merupakan gabungan dari beberapa 
fraksi antara lain PARINDRA dan Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi 
Putra (PBBB).21 
Disamping itu ada usaha untuk meningkatkan persatuan nasional 
melalui penggabungan dari partai-partai politik dan memperjuangkan 
“Indonesia berparlemen”, diantaranya gabungan pertain-partai tersebut 
ada yang bernama GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan 
gabungan partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis IslamilA’laa 
Indonesia) yang merupakan partai-partai beraliran Islam pada tahun 1937 
bersepakat untuk bersama membentuk KRI (Komite Rakyat Indonesia) 
yang mencakup tidak hanya partai politik, tetapi juga organisasi-organisasi 
non partai lainnya. Tujuan gerakan nasional pada fase ini pada umumnya 
untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. 
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Zaman Pendudukan Jepang (1942-1945) 
Selama pendudukan jepang semua sumber daya, baik kekayaan 
alam maupun tenaga manusia, oleh penguasa Jepang dikerahkan untuk 
menunjang perang “Asia Timur Raya”.Dalam rangka itu pula semua partai 
lama dibubarkan dan setiap kegiatan politik dilarang. Hanya golongan 
islam diperkenankan membentuk suatu organisasi sosial yang dinamakan 
Masjumi, disamping beberapa organisasi baru yang diprakarsai oleh 
penguasa.22 
Zaman Perjuangan Kemerdekaan (1945-1950) 
Sesudah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 
timbul hasrat di beberapa kalangan untuk mendobrak suasana politik 
otoriter yang telah berjalan selama tiga setengah tahun di bawah sepatu 
laras tentara Jepang ke arah kehidupan yang lebih demokratis. Pada 
tanggal 18 Agustus 1945 Soekarno dan Moh. Hatta dipilih sebagai 
presiden dan wakil presiden oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI) dan pada tanggal 22 Agustus 1945 panitia tersebut 
menetapkan beberapa aturan peralihan dan UUD 1945, antara lain 
ditentukan akan dibentuk suatu partai politik sebagai alat perjuangan, 
yakni Partai Nasional Indonesia. 
KNIP yang tadinya merupakan pembantu Presiden beralih fungsi 
menjadi legislative sebelum MPR dan DPR terbentuk sehingga lembaga 
eksekutif pada periode ini bertanggung jawab kepada KNIP. 
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Perubahan dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer 
tidak hanya dalam rangka demokratisasi kehidupan masyarakat, tetapi 
juga untuk menangkis kecaman-kecaman dari luar negeri.Negara kita 
yang baru saja di proklamirkan kemerdekaannya oleh pihak sekutu 
dianggap sebagai hasil rekayasa jepang. 
Melalui pemindahan ke sistem parlementer, maka jabatan kepala 
negara (presiden) dipisahkan dari jabatan kepala pemerintahan (perdana 
menteri) pada 14 November 1945 kabinet baru ditarik yang dipimpin oleh 
seorang perdana menteri yang tidak mempunyai latar belakang kolaborasi 
dengan Jepang, Syahrir diharapkan untuk memudahkan 
perundingandengan pihak sekutu. 
Gagasan membentuk partai tunggal atau partai negara oleh 
beberapa kalangan ditolak, olehnya KNIP melalui usulan badan pekerja 
mengusulkan agar terbuka kesempatan untuk mendirikan partai-partai 
politik, usul mana disetujui oleh pemerintah dalam maklumat pemerintah 
tanggal 3 November 1945. 
Pengumuman ini disambut masyarakat dengan semangat 
berkobar-kobar karena selama tiga tahun pendudukan Jepang setiap 
kegiatan politik dilarang sama sekali. Semangat nasionalisme dan 
patriotism meluap-luap dan tidak dapat dibendung lagi.Semua lapisan 
masyarakat ingin berpartisipasi dan mendirikan bermacam-macam 
organisasi dan partai politik.empat hari sesudah pengumuman maklumat 
ini, pada tanggal 17 November 1945 berdiri Masjumi, begitu pula PKI yang 
kemudian disusul banyak partai lainnya. Cepat didirikan partai-partai 
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memberi kesan bahwa persiapan mendirikan partai ini diadakan sebelum 
keluarnya maklumat pemerintah 3 November itu diumumkan.Dengan 
berdirinya bermacam partai maka berakhirlah usaha mendirikan partai 
tunggal dan berkembanglah sistem multi partai dengan sistem koalisi. 
Dalam masa revolusi fisik (1945-1949) partai-partai politik 
memainkan peran penting dalam proses pembuatan keputusan. Wakil-
wakil partai penduduk dalam KNIP dan cabinet kebanyakan terdiri dari 
wakil partai.Dalam masa ini kabinet menghadapi berbagai tantangan baik 
dari luar maupun dari dalam. Misalnya dua aksi militer Belanda pada 
tahun 1946 serta 1948 dan pemberontakan PKI tahun 1948, partai-partai 
politik tidak selalu sepakat mengenai strategi perjuangan untuk 
menghadapi pihak sekutu,termasuk perundingan dengan Belanda, dan 
masalah-masalah lainnya setiap kali cabinet jatuh, setiap kali komposisi 
partai dalam cabinet koalisi berubah pula.23 
Zaman Demokrasi Parlementer 
 Sesudah kedaulatan kita akhirnya diakui oleh dunia luar pada bulan 
Desember 1949, terutama sesudah berlakunya Undang-Undang Dasar 
sementara pada bulan Agustus 1950, maka pola kabinet koalisi berjalan 
terus. Semua koalisi berkisar pada dua partai besar yaitu Masjumi dan 
PNI, masing-masing pengikutnya dengan partai lain. 
 Pemilihan umum 1955 yang diselenggarakan dengan 100 tanda 
gambar menunjukkan bahwa jumlah partai malahan bertambah, dari 21 
partai (ditambah wakil tak berfraksi) sebelum menjadi 28 (termasuk 
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perorangan). Sekalipun demikian, pemilihan juga sedikit banyak 
menghasilkan penyederhanaan partai dalam arti bahwa hanya ada 4 
partai yang besar yaitu PNI (57 kursi), Masjumi (57 kursi), NU (45 kursi), 
dan PKI (39 kursi), yang bersama-sama menduduki 77% dari jumlah kursi 
dalam DPR.Partai-partai lainnya yang dalam masa sebelum pemilihan 
seiring memegang peran penting dalam kehidupan politik ternyata 
masing-masing hanya menduduki 1 sampai 8 kursi.24 
 Kabinet pertama hasil pemilihan umum merupakan koalisi dari dua 
partai besar, yaitu PNI dan Masjumi, beserta beberapa partai kecil lainnya 
dipimpin oleh perdana menteri Ali Sastroamidjojo dari PNI.PKI tetap di luar 
cabinet-kabinet ini merupakan cabinet yang mendapat dukungan yang 
paling besar yang pernah diperoleh suatu cabinet dalam DPR.Akan tetapi 
pemilihan umum pun tidak dapat membawa stabilitas yang sudah lama 
didambakan Kabinet Ali II ini hanya bertahan selama 12 bulan (Maret 
1946 – April 1957).Kabinet diganti oleh Kabinet Djuanda, yang memimpin 
kabinet ini sebagai seorang non partai dan kabinetnya disebut kabinet 
kerja. Kabinet Djuanda berhasil bertahan selama 2 tahun 3 bulan (25 April 
sampai Juli 1959) mengajukan usul dalam sidang konstituante untuk 
kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 kedua belah pihak akhirnya 
menerimanya, akan tetapi golongan agama ingin menerima Undang-
Undang Dasar 1945 dengan suatu amandemen, yaitu Djakarta Charter 
dicantumkan di dalamnya. Sebab karena perdebatan masalah 
                                                             
24Ibid, hlm. 432 
20 
dicantumkan Piagam Djakarta Charter tidak mendapatkan suara bulat 
maka konstituante direseskan.25 
 Presiden Soekarno pada tanggal 5 juli mengeluarkan Dekrit, 
kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 tindakan tersebut di atas 
mengakhiri sistem parlementer dan sekaligus mengakhiri berkuasanya 
partai politik dan parlemen. 
Zaman Demokrasi Terpimpin 
 Periode ini ditandai oleh beberapa ciri yaitu pertama, peran 
dominan dari presiden.Kedua, pembatasan atas peran DPR serta partai 
politik kecuali PKI yang malahan mendapat kesempatan untuk 
berkembang.Dan ketiga, peningkatan peran ABRI sebagai kekuatan sosial 
politik. 
 Dalam rangka melaksanakan konsep demokrasi terpimpin serta 
Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno membentuk alat-alat 
kenegaraan seperti MPR dan DPA.Selain itu juga dibentuk suatu dewan 
nasional yang terdiri dari 40 anggota, yang sepenuhnya terdiri dari 
golongan fungsional. Komposisi dewan nasional mencerminkan pemikiran 
bahwa di luar partai politik beberapa kelompok masyarakat perlu didengar 
suaranya dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. 
 Selain dari pada itu dimulailah beberapa usaha untuk 
menyederhanakan sistem partai dengan mengurangi jumlah partai melalui 
Panpres No. 7/1959 maklumat pemerintah 3 November 1945 
menganjurkan pembentukan partai-partai dicabut dan ditetapkan syarat-
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syarat yang harus dipenuhi oleh partai untuk diakui oleh pemerintah, 
partai yang dinyatakan memenuhi syarat adalah PKI, PNI, NU, Partai 
Katolik, Partindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, Partai Islam Perti.26 
 Kemudian dibentuk juga wadah yaitu front nasional pada tahun 
1960 dimana semua partai diwakili di dalamnya front nasional ini 
berdasarkan NASAKOM yang pada umumnya dianggap untuk 
melemahkan kedaulatan partai-partai politik. 
Zaman Orde Baru 
 Dengan “dipaksakannya” fungsi kepada kepada semua partai politik 
di Indonesia pada tahun 1973, maka terbuka suatu lembaran sejarah yang 
sama sekali baru dalam penggunaan politik partai, suatu hal yang tidak 
pernah terjadi sebelumnya, dalam zaman apapun baik zaman penjajahan 
maupun zaman kemerdekaan. Mungkin tidak aa tolak ukur kekuatan atau 
interaksi seluruh komponen yang ada selain pemilihan umum yang sudah 
pernah terselenggara. 
 Hasil pemilihan umum secara singkat sangat jelas kemenangan 
diraih oleh golongan karya dan suatu kekalahan besar yang diderita oleh 
semua partai politik.kekalahan tersebut sebenarnya sudah berarti 
tamatlah riwayat kehidupan semua partai yang lain. Golkar bisa 
mengambil keputusan tanpa memperdulikan suara pihak partai politik lain 
dan arena jumlah seluruh suara yang dapat diperoleh Golkar. Hal tersebut 
sebenarnya sudah terjadi pada tahun 1971 pada masa-masa awal, Golkar 
selalu diusahakan agar selalu memenangkan pemilihan umum. 
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 Artinya jangan sampai partai politik lain menjadi pemenang Pemilu 
untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh cara-cara sebagai berikut : 
1. Kewajiban pegawai negeri untuk menyalurkan loyalitas kepada 
pemerintah. 
2. Ketakutan pada pemilu 1971, apabila tidak memilih Golkar 
dianggap simpatisan atau anggota partai terlarang. 
3. Penerimaan asas tunggal Pancasila yang membuat partai politik 
kehilangan identitasnya. 
4. Partai politik tidak boleh membuka cabang-cabang sampai ke 
desa dan diciptakan konsep floating mass (massa 
mengembang) yang memudahkan untuk ditarik masuk Golkar 
dengan selalu mengandalkan hasil-hasil pembangunan. 
Sejak semula Golkar digarap untuk mematikan aksi dan kegiatan 
partai politik. 
Pemerintahan orde baru rupanya trauma dengan sejarah dimana 
partai-partai politik saling gontok-gontokan untuk merebut kekuasaan yang 
mengakibatkan pemberontakan-pemberontakan daerah.Demikian 
gambaran umum tentang partai politik di Indonesia pada masa Orde Baru 
dimana Golkar mendominasi peta kepartaian di Indonesia. 
Zaman Orde Reformasi 
 Peta politik Indonesia memang berubah stelah pada tanggal 21 mei 
1993 Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden 
B.J. Habibie. Sebuah suasana baru muncul setelah itu.Eutoria kebebasan 
muncul dimana-mana meski tetap terasa ada kegamangan.Dalam 
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kerangka suasana semacam itulah, partai-partai baru kemudian 
bermunculan.Hanya dalam waktu 5 bulan sejak Mei hingga Oktober 1998 
jumlah partai yang mendaftar di Depertemen Dalam Negeri RI telah 
mencapai sekitar 80 buah. 
 Saat itulah Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) kompas 
mulai melakukan sebuah survei untuk mengumpulkan profil partai-partai 
baru dan sudah 141 profil partai dari 181 partai yang ada dalam catatan 
Litbang kompas berhasil diperoleh secara utuh dan lengkap. Keputusan 
pemerintahan untuk menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) juni 
1999 memberi warna baru dalam upaya pencatatan profil partai-partai 
baru tersebut. Ada kesadaran bahwa sejarah politik Indonesia akan 
berubah seirama dengan dinamika partai-partai baru. Bersama itu, muncul 
pula harapan dan keyakinan bahwa perubahan tersebut hanya memiliki 
makna positif apabila masyarakat betul-betul mengenal partai-partai 
tersebut secara mendalam karena hanya melalui pemahaman yang kritis 
terhadap partai-partai itulah, loyalitas sempit bisa dihindari.Hilangnya 
sikap kritis dan sekaligus berkembangnya loyalitas tunggal merupakan 
salah satu penyebab utama keretakan bangsa Indonesia saat ini.Selain 
itu, melalui informasi mengenal partai-partai tersebut, diharapkan pluralias 
politik masyarakat Indonesia bisa lebih dipahami.Sejara bangsa-bangsa 
sudah membuktikan bahwa sebuah peradaban hanya berkembang 
apabila ada penghargaan dan pengakuan terhadap pluralitas masyarakat. 
 Partai-partai baru ere reformasi ini memang muncul melalui 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik.Data 
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mengenai partai-partai tersebut diperoleh melalui sumber resmi dari 
departemen Dalam Negeri dan Departemen kehakiman.Dari sumber resmi 
serta pemantauan di lapangan, jumlah partai yang keberadaannya 
berhasil dikonfirmasi adalah 181 partai.Dari jumlah itu 141 partai telah 
mendapat pengesahan dari departemen kehakiman dan tercatat pada 
lembaga negara.Akan tetapi, hanya 48 partai yang pada akhirnya 
dinyatakan sah oleh pemerintah untuk menjadi peserta pemilu 1999.27 
 Pada saat itulah partai generasi keempat mulai menanamkan 
cakarnya.Masuknya partai generasi keempat seperti memutar kembali 
sejarah Indonesia ke zaman pergerakan.Apa yang terjadi pada generasi 
pertama adalah struktur kolonialisme. Bangsa Indonesia merasa 
ketidakadilan dan untuk melawan itu mereka haus bergerak dan 
mendirikan partai.Struktur colonial Belanda terulang lagi pada zaman Orde 
Baru selama puluhan tahun.Penindasan, penghisapan yang diungkapkan 
dalam kekerasan yang berada diluar prikemanusiaan terjadi pada masa 
orde baru dan tidak ada yang mempersoalkannya. 
 Karena itu sangat menarik perhatikan bahwa generasi partai-partai 
pasca Orde Baru mengambil pola yang hampir sama dengan apa yang 
terjadi pada zaman pergerakan. Mereka berawal dari gerakan tertutup, 
clandestine, kemudian menjadi pergerakan terbuka.Dalam beberapa 
kasus, terutama Partai Rakyat Demokratik (PRD), tokoh-tokoh zaman 
pergerakan langsung diambil sebagai the role Model dalam memimpin 
pergerakan.Dan juga pada tahun 1955 muncul beberapa organisasi 
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masyarakat yang tidak sepenuhnya “partai”. Dipakai nama partai kawakan 
“tempo doeloe” seperi PNI baru, Parkindo Baru dan Masyumi Baru. 
 Hasil pemilihan umum 1999 tidak ada partai yang secara tunggal 
mendominasi pemerintahan dan tidak ada partai memegang posisi 
mayoritas mutlak dapat mengendalikan pemerintahan.PDIP yang 
memperoleh suara dan kursi paling banyak (35.689.073 suara dan 153 
kursi)28 ternyata tidak dapat menjadikan Megawati Soekarnoputri (Ketua 
Umum) Presiden RI ke-4.Dengan adanya koalisi partai-partai Islam dan 
beberapa partai baru menjadi kubu tersendiri di DPR, yang dikenal 
dengan Poros Tengah, posisi PDIP menjadi kalah kuat.Sebagai akibatnya 
yang dipilih oleh MPR menjadi presiden adalah pendiri PKB, partai yang di 
DPR hanya memperoleh 51 Kursi, yaitu KH. Abdurrahman Wahid.29 
 Menjelang pemilihan umum 2004 partai-partai yang perolehan 
suaranya dalam pemilihan umum 1999 tidak memadai dan yang karena itu 
tidak dapat mengikuti pemilihan umum, berbenah lagi untuk dapat ikut. 
Pendek kata, mereka harus menyesuaikan diri dengan ketentuan UU No. 
31/2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12/2003 Tentang Pemilihan 
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menjelang pemilihan umum 2004 
ini juga bermunculan lagi partai-partai baru.Pada awal 2003, akibatnya 
jumlah partai politik bertambah lagi sampai 237 partai yang terdaftar di 
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.30 
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 Dalam usaha untuk mengurangi jumlah partai, ditentukan 
persyaratan yang dinamakan Electoral Threshold.Electoral Threshold ini 
adalah keadaan yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabjungan 
partai politik yang boleh mengajukan calon presiden dan wakil presiden. 
Sehingga pada pemilihan umum 2004 hanya 24 partai politik yang lolos 
dari seleksi yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia dan KPU. 
 Seperti pemilihan umum 1999, hasil pemilihan umum 2004 juga 
mengeliminasi sejumlah partai dan memunculkan beberapa partai besar. 
Ada 7 partai yang sama sekali tidak memperoleh kursi, 7 partai yang 
memenuhi electoral threshold, 10 partai lainnya memperoleh kursi tapi 
tidak memenuhi electoral threshold. Partai-partai yang tidak memenuhi 
electoral threshold ini jelas tidak dapat mengikuti pemilihan umum 2009 
kecuali harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan undang-
undang.Dengan demikian pemilihan umum telah menjadi sarana 
pengurangan jumlah partai secara alamiah. Ketujuh partai yang mencapai 
electoral threshold pada pemilu 2004 ini, yaitu Golkar, PDIP, PKB, PPP, 
Partai Demokrat, PKS, PAN. 
 Tahun 2009 merupakan tahun Pemilihan Umum (pemilu) untuk 
Indonesia.Pada tanggal 9 April, lebih dari 100 juta pemilih telah 
memberikan suara mereka dalam pemilihan legislatif untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada tanggal 8 Juli, 
masyarakat Indonesia sekali lagi akan memberikan suara mereka untuk 
memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilihan langsung kedua 
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sejak Indonesia bergerak menuju demokrasi di tahun 1998. Jika tidak ada 
calon yang mendapatkan lebih dari 50 persen suara, maka pemilihan 
babak kedua akan diadakan pada tanggal 8 September. 
Hasil pemilihan anggota DPR pada tanggal 9 April tidak banyak 
memberikan kejutan.Mayoritas masyarakat Indonesia sekali lagi 
menunjukkan bahwa mereka lebih memilih partai nasional dibandingkan 
partai keagamaan. Tiga partai yang mendapatkan jumlah suara terbanyak 
bukan merupakan partai keagamaan dan mereka adalah Partai Demokrat 
(PD) dengan 20,8 persen perolehan suara, Golkar dengan 14,45 persen 
perolehan suara, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
dengan 14,03 persen perolehan suara. Empat partai Islam – Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masing-
masing hanya memperoleh 7,88 persen; 6,01 persen; 5,32 persen; dan 
4,94 persen suara. Dua partai lainnya (Gerindra dan Hanura), yang juga 
bukan merupakan partai agama, memperoleh 4,46 persen dan 3,77 
persen suara. 
Pemilu tanggal 9 April juga mengurangi jumlah partai yang duduk di 
DPR.Hanya sembilan partai yang disebutkan di atas yang mendapatkan 
kursi di DPR. Sementara 29 partai lainnya gagal mencapai ketentuan 
minimum perolehan suara pemilu sebesar 2,5persen dan tidak 
mendapatkan kursi di DPR. Hal ini diharapkan mengurangi jumlah partai 
politik yang akan bersaing untuk pemilu tahun 2014. Namun dalam hal 
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kualitas pengelolaan pemilu, pemilu 2009 disebut sebut sebagai pemilu 
yang terburuk selama sejarah Indonesia. 
Pada pemilihan umum tahun 2014, sebanyak 46 partai politik yang 
mendaftarkan diri, namun terdapat 12 partai politik skala nasional dan 3 
partai lokal (khusus untuk Provinsi Nangroe Aceh Darussalam) yang 
sukses melewati proses pendaftaran dan memenuhi electoral threshold 
menjadi peserta pemilihan umum. Adapun persentase perolehan suara 
sah secara nasional dalam pemilihan umum anggota DPR tahun 2014 
adalah PDI Perjuangan 18,95 persen, Partai Golkar sebanyak 14,75 
persen, Partai Gerindra sebanyak 11,81 persen, Partai Demokrat 
sebanyak 10,19 persen, PKB sebanyak 9,04 persen, PAN sebanyak 7,59 
persen, PKS sebanyak 6,79 persen, Partai Nasdem sebanyak 6,72 
persen, PPP sebanyak 6,53 persen, Partai Hanura sebanyak 5,26 persen, 
Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 1,46 persen dan Partai Keadilan 
dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebanyak 0,91 persen.31 
Dari data di atas menunjukkan pada pemilu legislatif tahun ini, 
masyarakat Indonesia juga lebih memilih partai nasional dibandingkan 
partai keagamaan.Dan ada dua partai nasional yang tidak memenuhi 
electoral threshold yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan 
dan Persatuan Indonesia (PKPI).Artinya, kedua partai ini tidak dapat 
mengikuti pemilihan umum selanjutnya. 
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3. Fungsi dan Tujuan Partai Politik 
Di negara demokrasi dalam hal ini Indonesia, partai politik dapat 
menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya yakni 
menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam 
pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya 
di hadapan penguasa. 
Adapun fungsi partai politik dapat dilihat dalam Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011, yaitu partai politik berfungsi sebgaisarana : 
a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar 
menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan 
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara; 
b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; 
c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik 
masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan 
Negara; 
d. Partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan 
e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 
mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan 
keadilan gender. 
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Sedangkan menurut Miriam Budiardjo fungsi partai politik terbagi 
menjadi empat32, yaitu : 
a. Sarana komunikasi politik. Arus informasi dalam suatu Negara 
bersifat dua arah artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari 
bawah ke atas dan disinilah kedudukan partai politik dalam arus 
ini sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah” dengan 
“mereka yang diperintah”. 
b. Sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan suatu 
cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan 
etika politik yang berlaku atau dianut oleh suatu Negara, partai, 
atau organisasi. Proses dimana seseorang memperoleh 
pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat dimana ia 
berada, prose situ juga mencakup proses dimana masyarakat 
mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke 
generasi berikutnya. 
c. Sarana rekrutmen politik. Proses melalui dimana partai mencari 
anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk 
berpartisipasi dalam proses politik. 
d. Sarana pengatur konflik. Dalam Negara demokratis yang 
masyarakatnya bersifat terbuka adanya perbedaan dan 
persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. Tetapi 
dalam masyarakat yang sangat heterogen sifatnya maka 
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perbedaan pendapat ini, apakah ini berdasarkan perbedaan 
etnis, status, sosial ekonomi atau agama, mudah sekali 
mengundang konflik. Pertikaian-pertikaian semacam ini dapat 
diatasi dengan bantuan partai politik. Sekurang-kurangnya 
dapat diatur sedemikian rupa, sehingga akibat-akibat negatifnya 
seminimal mungkin. Namun dipihak lain, dilihat seringkali partai 
malahan mempertajam pertentangan yang ada. 
Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, partai politik bekerja di dua 
level bersamaan, yaitu pada level kenegaraan dan level 
masyarakat.33Derajat dan model kerja partai ini juga bergantung pada tipe 
partai dan sistem kepartaian yang berlaku, baik yang diatur di dalam 
konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan. 
Di level kenegaraan partai politik bekerja di dua lembaga negara, 
yakni legislatif dan eksekutif. Dimana partai politik dalam negara 
demokrasi merekrut calon-calon yang tepat yang akan maju dalam proses 
pemilihan umum. Partai juga berperan dalam seleksi kandidat yang akan 
diangkat sebagai pejabat politik apabila memperoleh kemenangan dalam 
pemilihan atau ikut dalam koalisi yang memerintah. Pejabat publik yang 
diusung partai yang menang, berwenang untuk mengangkat pejabat baru 
dalam kabinet dan posisi penting pengambil kebijakan lainnya dalam 
pemerintahan. 
Secara umum pada level masyarakat, partai politik mengajak 
dan/atau menerima orang-orang menjadi anggota partai dan 
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mengorganisasikan mereka hingga satuan pemerintahan terkecil, serta 
membantu kepentingan masyarakat.Partai politik dalam derajat yang 
berbeda-beda mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota tersebut 
untuk menanamkan ideologi partai atau budaya partai, menyampaikan isu 
atau kebijakan, menerima dan menyampaikan masukan dari anggota dan 
masyarakat. 
Dengan pengetahuan fungsi partai politik yang begitu penting 
dalam sistem politik yang sedang berlangsung, maka sudah seharusnya 
apabila partai politik untuk selalu berusaha melaksanakan fungsi-
fungsinya dengan baik, sehingga akan menghasilkan tujuan yang 
maksimal baik bagi partai politik itu sendiri atau bagi pemerintah dan 
rakyat. 
Partai politik sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh 
sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela, atas dasar 
persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan 
anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum, sudah 
tentu mempunyai tujuan tertentu. 
Adapun tujuan partai politik menurut RamlamSurbakti34 dapat 
dibagi tiga, yaitu : 
1. Partai Perwakilan Kelompok, artinya partai yang menghimpun 
sebanyak mungkin kelompok masyarakat untuk memenangkan 
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sebanyak mungkin kursi di parlemen seperti Barisan Nasional di 
Malaysia. 
2. Partai pembinaan bangsa, artinya partai yang bertujuan untuk 
menjaga keutuhan nasional dan biasanya menindas atau 
mengesampingkan kepentingan-kepentingan sempit, seperti 
Partai Aksi Rakyat di Singapura. 
3. Partai Mobilisasi, artinya partai yang berusaha memobilisasi 
masyarakat kearah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan 
oleh pimpinan partai, sedangkan partisipasi masyarakat dan 
perwakilan kelompok cenderung bersifat monopolistis karena 
hanya satu partai dalam masyarakat. Partai Komunis di Negara-
negara Komunis merupakan contoh dari partai mobilisasi. 
Hal tersebutlah yang membedakan partai politik dengan kelompok 
kepentingan lainnya.Partai politik selalu memperjuangkan suatu 
kepentingan dalam skala yang luas melalui mekanisme pemilu, 
sedangkan kelompok penekan atau kelompok kepentingan hanya 
mengejar kepentingan-kepentingan sesaat dalam ruang lingkup yang lebih 
kecil serta tidak melalui pemilu. 
Partai politik menggalang dukungan warga negara yang berminat 
untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.Sumber daya yang dimiliki 
oleh partai politik terus menerus dikonsolidasikan untuk membangun 
solidaritas, memperkokoh komitmen untuk mewujudkan cita-
citanya.Sebagai sebuah organisasi partai politik diharapkan mampu 
mengartikulasikanmengaggregasikan berbagai kepentingan dan 
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memperjuangkannya untuk dikonversikan menjadi keputusan politik yang 
mempungaruhi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Tujuan partai politik selalu dicantumkan dalam anggaran dasarnya 
sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Tujuan 
tersebut melukiskanapa yang hendak dicapai apa masa yang akan datang 
yang hendak diwujudkan bersama. Tujuan dijadikan pedoman dalam 
mengarahkan kegiatan partai politik dan berbagai sumbar legitimasi 
keberadaan partai politik serta menjadi sumber motivasi bagi masyarakat 
untuk mengidentifikasikan dirinya dengan partai politik yang 
bersangkutan.Tujuan partai politik berfungsi sebagai tolak ukur untuk 
menilai keberhasilan atau kegagalan para pemimpin partai politik. 
Tujuan partai politik pada dasarnya adalah keadaan yang 
dikehendaki yang senantiasa dikejar untuk diwujudkan di masa yang akan 
datang. Partai politik tentunya berupaya merumuskan tujuannya 
sedemikian rupa agar betul-betul aspiratif, mungkin dapat dicapai dan 
berorientasi ke massa depan yang lebih memberi harapan, mempunyai 
daya tarik yang kuat untuk membangun citra partai dan menggalang 
dukungan yang kuat.35 
Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Partai politik dijelaskan bahwa Partai Politik mempunyai tujuan umum dan 
khusus yaitu : 
1) Tujuan umum Partai Politik adalah : 
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a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan 
Pancasila dengan menjungjung tinggi kedaulatan rakyat 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 
d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
2) Tujuan khusus Partai Politik adalah : 
a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat 
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan 
pemerintahan; 
b. memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan 
c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
4. Dasar Hukum Partai Politik 
Dasar hukum partai politik dalam Undang-Undang Dasar 1945 
tertuang dalam : 
Pasal 22E ayat (3) 
“Peserta pemilihan umum untuk menjadi anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
adalah partai politik”. 
 
Pasal 24C ayat (1) 
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“Mahkamah Kontitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangagannya diberikan 
oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, 




“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 
undang-undang”. 
 
Pasal 28C ayat (2) 
“Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan 





“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. 
Ayat (2) 
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan 
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis”. 
 
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Partai 
Politik di Indonesia sejak masa kemerdekaan adalah: 
1. Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1945); 
2. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-
Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian; 
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3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, 
Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai; 
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan 
Golongan Karya; 
5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Partai Politik 
dan Golongan Karya; 
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik; 
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; 
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 
9. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Politik 
1. Definisi Pendidikan Politik 
Istilah pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disamakan 
dengan istilah polical socialization. Istilah political socialization jika 
diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna 
sosialisasi politik. Oleh karena itu dengan menggunakan istilah tersebut 
banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah 
sosialisasi politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. 
Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti 
sempit. 
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Pendidikan politik sering disebut dengan istilah political forming 
atau politische bildung. Disebut “forming” karena terkandung intensi 
membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah 
masyarakat. Dan disebut “bildung” (pembentukan atau, pendidikan diri 
sendiri), karena istilah tersebut mengandung pengertian pembentukan diri 
sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi 
insan politik.36 
Gieseeke (ahli didaktik, pendidik dan politikus Jerman), 
mendefinisikan pendidikan politik sebagai (a) Bildungwissen yang artinya 
yaitu, bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia (mensbeeld) 
serta perkembangannya, dan gambaran kebudayaan bangsa sendiri, 
sehingga orang sadar akan identitas sendiri, memiliki kepercayaan sendiri 
yang kuat dan sanggup menghapus kompleks rasa rendah diri serta rasa 
dependensi pada kekuatan atau bangsa lain, dan memahami benar 
kekuatan bangsa sendiri, pandangan hidup dan filsafat hidup bangsa 
(dalam hal ini Pancasila) yang dipakai sebagai patokan perjuangan untuk 
mencapai sasaran hidup berbangsa, yaitu hidup sejahtera; (b) 
Orientierungwissen yaitu mampu berorientasi pada paham-paham 
kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagian, keadilan, kemakmuran 
dan kesejahteraan pada setiap warga negara dan umat manusia. Secara 
obyektif orang harus berani melihat realitas nyata, dan mau mengadakan 
orientasi ulang terhadap situasi kondisi politik yang belum mantap, 
                                                             
36Kartini Kartono. 2009. Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan 
OrangDewasa.Bandung : Mandar Maju hlm. 13 
39 
khususnya mengoreksi kelemahan noda dan unsur destruktif lainnya. 
Sehingga bisa ditemukan alternatif penyelesaian yang baik, dan orang 
bisa keluar dari macam-macam jalan buntu/impasse, menuju 
keseimbangan dan keserasian hidup bersama; (c) Verhaltungwissen  yaitu 
menunjuk pada perilaku yaitu memahami hukum, norma, tata tertib, dan 
peraturan yang menuntun semua tingkah laku politik. Sehingga subyek 
menjadi lebih cermat dan lebih bijaksana menanggapi situasi politik 
sesaat. Caranya ialah dengan jalan mampu mengendalikan tingkah laku 
diri sendiri atas pertimbangan hati nurani sehingga orang menjadi tidak 
salah tingkah dan tidak egoistis-egosentris, dan mau menjungjung tinggi 
prinsip kesusilaan; (d) Aktionwissen artinya mampu bertingkah laku tepat, 
cermat, dan benar, karena didukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan, 
disertai refleksi objektif, dan wawasan kritis. Prinsip kebenaran dan 
keadilan harus bersifat universal. Refleksi mengandung kesanggupan 
mempertimbangkan baik-baik, dan mampu melakukan pencerminan 
kembali peristiwa-peristiwa politik, hingga terjadi pewawasan reflektif, 
serta membuahkan ide-ide dan aksi/tindakan yang tepat untuk mengatasi 
semua kesulitan.37 
R. Hajer mendefinisikan pendidikan politik adalah usaha 
membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam 
politik.38 Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terorganisir dan 
efektif yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk 
                                                             
37Kartini Kartono. 2009. Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan 
OrangDewasa.Bandung : Mandar Maju hlm. 30 
38Ibid, Hlm. 14 
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individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara 
etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Lewat pendidikan politik 
orang berusaha melakukan pembentukan pribadi yang demokratis 
(demokratiche persoonsvorming), disamping usaha demokratisasi struktur 
kemasyarakatannya. 
Menurut Alfian39 dalam mendefinisikan pendidikan politik dapat 
diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi 
politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul 
nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang 
hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan 
tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan 
bersamaan dengan lahir pulalah kebudayaan politik baru. 
Melalui pendidikan politik diharapkan pula adanya perubahan sikap, 
yaitu dari apatisme dan kepasifan, beralih menjadi sikap aktif, penuh 
inisiatif, maju dan demokratis. Setiap warga negara seharusnya turut 
membangun masyarakat dan negaranya, yang dilakukan bersama dengan 
pemerintah. Juga aktif dalam usaha mendinamisir dan merenovasi 
lembaga masyarakat, dan sistem politiknya. Hal ini sangat perlu untuk 
melawan sisa-sisa birokratisasi yang terlalu ketat / overbiraokratisasi, 
teknokrasi otoriter, dan tirani personal dari penguasa. Disamping itu 
pendidikan politik bisa memberi sumbangan bagi proses demokrasi yang 
                                                             
39Rusli Karim, 1989. Peranan ABRI Dalam Politik dan Pengarunya Terhadap Pendidikan Politik di 
Indonesia. Jakarta : CV. Haji Masagung. Hlm. 97 
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lebih maju dari segenap lapisan masyarakat, dengan menggunakan 
prinsip-prinsip yang realistisdan manusiawi. 
Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 
Tentang Partai Politik : 
“Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman 
tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga Negara 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. 
 
Menurut Dr. Kartini Kartono40 menyatakan bahwa pendidikan politik 
adalah upaya belajar dan latihan mensistematikkan aktivitas sosial, dan 
membangun kebijakan-kebijakan terhadap sesama manusia di suatu 
wilayah Negara. 
Dan menurut Intruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 Tentang 
Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda menyatakan bahwa pendidikan 
politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan 
memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang 
kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai budaya 
politik bangsa. Pendidikan politik juga harus merupakan bagian proses 
perubahan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan 
dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang 
benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien. 
Dengan demikian pendidikan politik adalah proses penanaman 
nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang 
dilakukan dengan sadar, terorganisir, terencana, dan berlangsung 
                                                             
40 Kartini Kartono. 2009. Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan 
OrangDewasa.Bandung : Mandar Maju hlm.78 
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kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka 
membangun watak bangsa (nation character building). 
2. Tujuan Pendidikan Politik 
Tujuan pendidikan politik menurut Dr. Kartini Kartano41adalah : 
a. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga 
masyarakat, rakyat) : 
1. Mampu memahami situasi sosial-politik penuh konflik. 
2. Berani bersikap tegas, memberikan kritik, serta membangun 
terhadap kondisi masyarakat yang tidak sesuai. 
3. Aktivitasnya diarah pada proses demokratisasi semua 
lembaga kemasyarakatan serta lembaga Negara. 
4. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi 
tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan 
kesejahteraan hidup bersama. 
b. Memperhatikan dan mengupayakan terbagi atas : 
1. Peranan insane dalam setiap individu sebagai warga Negara 
(melaksanakan realisasi diri atau aktualisasi diri dari dimensi 
sosial). 
2. Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya. 
3. Agar orang bisa aktif dalam proses politik demi membangun 
diri dan masyarakat sekitar, bangsa dan Negara. 
 
 
                                                             
41 Ibid, hlm 62 
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Partai politik bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan 
kepribadian politik dan kesadaran politik, sebagaimana juga bertujuan 
untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik yang positif.42 
a. Kepribadian Politik 
Kepribadian politik adalah sejumlah orientasi yang terbentuk pada 
invidu untuk menghadapi dunia politik. Kepribadian merupakan tujuan 
pokok pendidikan politik. Karena itu, tidak ada kesadaran politik tanpa 
kandungan kepribadian politik, dan bahwa tingkat partisipasi politik 
dipengaruhi oleh jenis kultur politik yang membentuk kandungan 
kepribadian politik. 
Kepribadian politik merupakan respon yang dinamis dan 
berkesinambungan, biasanya muncul karena adanya rangsangan 
politik. Karena itu meliputi sejumlah motivasi yang mungkin diuraikan 
menjadi sekumpulan nilai dan kebutuhan, pengetahuan, dan 
kecenderungan perilaku. Kepribadian politik terbentuk melalui metode-
metode sosialisasi atau pendidikan politik itu sendiri. Bahwa ada tiga 
faktor penting lainnya yang memberikan peran penting dalam 
menentukan orientasi-orientasi politik pada individu. Berbagai bentuk 
pengalaman dan hubungan yang dibuat oleh beberapa individu dan 
kelompok lain. Kemampuan dan kecakapan-kecakapan khusus, 
kepribadian politik terus berkembang sebagai hasil dari interaksi 
antara ketiga faktor di atas. 
                                                             
42Prihatmoko, Joko. 2003. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. Semarang:LP21 Press. Hal. 
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b. Kesadaran Politik 
Menurut Petter, kesadaran politik adalah berbagai bentuk 
pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan 
politik individu, ditinjau dari keterkaitan dengan kekuasaan politik. 
Kesadaran politik dapat dicapai melalui satu atau lebih sebagai berikut 
: arahan politik secara langsung, baik melalui jalur formal maupun 
non-formal, melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha 
bimbingan dan pengajaran politik langsung yang dilakukan oleh para 
pemikir dan pemimpin-pemimpin politik. Pengalaman politik yang 
didapatkan melalui partisipasi politik. Kesadaran muncul melalui 
dialog-dialog kritis. 
Adapun faktor yang mempengaruhi kesadaran politik antara lain 
adalah jenis kultur politik dimana individu itu tumbuh darinya, atau 
dengan kata lain, tabiat kepribadian politik yang terbentuk darinya, 
wawasan politik berpartisipasi menyebabkan orientasi warga terhadap 
politik bersifat aktif. Berbagai perubahan budaya yang terjadi di 
masyarakat, yang dapat melahirkan berbagai nilai, konsepsi, dan 
wawasan baru yang mempengaruhi kesadaran politik individu, juga 
tingkat pendidikannya, individu yang lebih banyak mengeyam 
pendidikan akan lebih luas wawasan dan pengetahuan politiknya 
sehingga membentuk kesadaran politiknya. 
c. Partisipasi Politik 
Menurut Mayron Weiner mendefinisikan partisipasi politik adalah 
kegiatan sukarela yang bertujuan memberikan pengaruh agar memilih 
45 
strategi umum, atau memilih pemimpin-pemimpin politik tingkat lokal 
maupun nasional. 
Menurut Kamal Al-Manufi, partisipasi politik adalah hasrat individu 
untuk berperan aktif dalam kehidupan politik melalui pengelolaan hak 
suara, atau pencalonan untuk lembaga-lembaga yang dipilih, 
mendiskusikan persoalan-persoalan politik dengan orang lain atau 
bergabung dengan organisasi-organisasi mediator. 
Partisipasi politik merupakan media fundamental untuk memperdalam 
rasa tanggung jawab pada diri penguasa maupun rakyat. Partisipasi 
politik ini akan menyadarkan para partisipan akan hak dan kewajiban 
mereka, serta memperluas koridor kesadaran politik melalui berbagai 
pengalaman dan wawasan politik yang lahir darinya.  
Dan dalam Pasal 31 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2011 Tentang Partai Politik, tujuan partai politik melakukan pendidikan 
politik bagi masyarakat antara lain : 
a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 
b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan 
c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter 
bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 
3. Dasar Hukum Pendidikan Politik 
Dasar pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik adalah 
pasal 11 angka 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
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perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik menyebutkan bahwa, “ Partai Politik berfungsi sebagai sarana 
pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga 
negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Dalam pasal ini 
dijelaskan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik 
bagi anggota dan masyarakat luas. 
Selanjutnya dalam pasal 13 huruf e menyebutkan bahwa, “ Partai 
Politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan 
partisipasi politik anggotanya”. 
Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dijelaskan 
tentang tujuan pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan oleh 
partai politik sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan 
memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dan dilaksanakan untuk 
membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. 
Dan pada pasal 34 ayat (3a) dan ayat (3b), dijelaskan tentang 
bantuan keuangan untuk partai politik dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 
melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan 
masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan : 
a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu 
Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
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b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia 
dalam membangun etika dan budaya politik, 
c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan 
berkelanjutan. 
Salah satu poin dari fungsi partai politik menurut Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik akan menjadi fokus utama 
dalam penelitian skripsi ini menyangkut pelaksanaan pendidikan politik 
bagi masyarakat oleh partai politik di Kota Makassar dalam kenyataan. 
Karena melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk 
menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Adapun aturan-aturan yang lain yang menyangkut tentang 
pendidikan politik di Indonesia, antara lain : 
a. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden : 
Pasal 33 
“Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis 
serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari 
pendidikan politik masyarakat”. 
 
Pasal 37 
“Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi 
penyebarluasan materi Kampanye yang meliputi visi, misi, dan 
program Pasangan Calon melalui website KPU”. 
Pasal 186 ayat 2 
“Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden, pendidikan politik bagi Pemilih, survey atau 
jajak pendapat tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 
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dan perhitungan cepat hasil Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden, dengan ketentuan : 
a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau 
merugikan salah satu Pasangan Calon; 
b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden; 
c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara 
luas; dan 
d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi 
penyelenggaraan Pemilu Presiden  dan Wakil Presiden yang 
aman, damai, tertib, dan lancar.” 
 
Pasal 187 ayat 1 
“Partisipasi masyarakat dalam sosialisasi Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden dan pendidikan politik bagi Pemilih sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2), dapat dilakukan kepada 
Pemilih pemula dan warga masyarakat lainnya melalui seminar, 
lokakarya, pelatihan, dan simulasi serta bentuk kegiatan 
lainnya”. 
 
Pasal 188 ayat 1 
“Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden, pendidikan politik bagi Pemilih, 
survei atau jajak pendapat tentang Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden, dan penghitungan cepat hasil Pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh 
KPU.” 
 
b. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilhan Umum 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 
Pasal 77 
“Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik 
masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.” 
 
 
Pasal 246 ayat 2 
“Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan 
politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, 
dan penghitungan cepat hasil Pemilu, dengan ketentuan: 
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a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau 
merugikan Peserta Pemilu;  
b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;  
c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara 
luas; dan  
d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi 
penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.” 
 
Pasal 247 ayat 1 
“Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, 
pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat 
tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib 
mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.” 
 
c. Intruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik 
Bagi Generasi Muda. 
d. Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik. 
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. 
f. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak No. 27 Tahun 2010 tentang Panduan Umum 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan 






Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal 
ini disebabkan karena disamping digunakan untuk mendapat data yang 
sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian juga digunakan agar 
mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan 
penulisan Hukum. 
Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk 
mendapatkan suatu data dari objek penelitian, yang kemudian data 
tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil 
penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun yang 
menyangkut tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini meliputi : 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian yang besifat yuridis normatif, yaitu 
penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian 
kepustakaan(library research). Untuk menunjang dan melengkapi data 
yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian 
lapangan (field research). 
1. Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang 
dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan 
yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
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2. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang 
dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung 
kepada pihak – pihak yang sesuai dengan objek penelitian. 
Dalam hal ini penulis berusaha menjelaskanaspek hukum dan 
menggambarkan data secara tepat tentangpelaksanaan pendidikan politik 
bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh partai politik di Kota Makassar. 
 
B. Populasi dan Sampel 
Penentuan populasi dan sampel dalam suatu penelitian merupakan 
hal-hal yang mesti dipertimbangkan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan 
demi membatasi ruang lingkup kelompok-kelompok yang menjadi objek 
kajian dari meluasnya wilayah batas kajian tersebut. 
1. Populasi, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 
Partai Politik di Kota Makassar yang berjumlah 12 partai. 
2. Sampel, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 3 partai politik di Kota Makassar, yaitu DPD II Partai 
Golongan Karya (Golkar) Kota Makassar, DPC Partai Demokrasi 
Indonesia – Perjuangan (PDI-P) Kota Makassar, dan DPC Partai 
Demokrat Kota Makassar. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 
dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung 
dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan 
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penelitian di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik 
wawancara langsung kepada pihak – pihak yang sesuai dengan 
objek penelitian. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis yang 
berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan politik bagi 
masyarakat oleh partai politik di Kota Makassar, artikel – artikel, 
opini, laporan pertanggung jawaban partai politik, data instansi 
pemerintahan, pemberitaan media – media dan sebagainya yang 
relevan dengan materi penelitian.yaitu data yang mendukung dan 
melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah 
penelitian. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data 
yang diperlukan. Dalam penelitian ini,  teknik untuk mengumpulkan data 
yang digunakan adalah : 
1. Untuk Data Primer, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan 
cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan beberapa 
pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini. 
2. Untuk Data Sekunder, yakni pengumpulan datanya dilakukan 
dengan cara penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen-
dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang ada 
relevansinya dengan penulisanini. 
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E. Analisis Data 
Berdasarkan hasil pengumpulan data, peneliti mempergunakan 
analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan 
dan menggambarkan mengenai tinjauan yuridis pelaksanaan pendidikan 
politik bagi masyarakat oleh partai politik di Kota Makassar, kemudian 
dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan dan menawarkan 
kemungkinan solusi yang dapat digunakan. 
Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis 
secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan 







A. Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat oleh Partai Politik 
di Kota Makassar 
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 
sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.43 
Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta 
atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dinamika dan 
perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, 
fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi 
secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam 
upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila 
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 dengan 
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan bagi 
                                                             
43Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. 
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seluruh rakyat Indonesia melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta 
rekrutmen politik yang efektif.  
Menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, 
pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang 
hak, kewajibandan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Partai politik diwajibkan memberikan 
pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya 
sebagaimana diatur dalamPasal 13 huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 
2011 Tentang Partai Politik. 
Menurut Pasal 31  Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tujuan dari partai 
politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Pertama, 
meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, 
meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga, meningkatkan 
kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam 
rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dimana pendidikan 
politik tersebut dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik 
sesuai dengan Pancasila. 
Dalam pelaksanaan pendidikan politik, partai politik mendapatkan 
bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan 
kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota yang 
penghitungannya berdasarakan jumlah perolehan suara.44 Bantuan 
keuangan tersebut diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik 
bagi anggota partai politik dan masyarakat.45 
Dalam rangka penguatan kelembagaan partai politik sebagai sarana 
pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga 
negara Indonesia yang sadar akan hak, kewajiban dan tanggung 
jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 
maka bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana yang 
dimaksud diatas dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan partai 
politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat 
Partai Politik. Menurut Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 83 
Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, bantuan 
keuangan tersebut digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi 
anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh 
persen).46 
Pendidikan politik sebagaimana yang dimaksud di atas dilaksanakan 
berkaitan dengan kegiatan: 
a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara, 
yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
                                                             
44Lihat Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. 
45Lihat pasal 34 ayat (3a) 
46Lihat Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012. 
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b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara 
Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan 
c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan 
berkelanjutan.47 
Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai 
dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan 
kesetaraan gender dengan tujuan untuk : 
a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 
b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif msyarakat dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 
c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter 
bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.48 
 
Adapun bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana yang 
dimaksud diatas, antara lain berupa : 
a. Seminar; 
b. Lokakarya; 
c. Dialog interaktif; 
d. Sarasehan; dan 
e. Workshop.49 
                                                             
47Lihat Pasal 34 ayat (3b) 
48Lihat Pasal 31 angka (1) 
49Lihat Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran Dalam APDB, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 
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Dalam penyelenggaraan pendidikan politik, pemerintah daerah/kota 
dapat memberikan fasilitasi kepada partai politik yang merupakan salah 
satu dari kelompok sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan 
politik untuk mempermudah proses pengembangan kehidupan 
demokrasi dalam kegiatan pendidikan politik yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. 
Ruang lingkup fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik yang 
dimaksud di atas meliputi:50 
a. Konsultasi; 
b. Koordinasi; 
c. Penyediaan sarana, prasarana; dan 
d. Materi pendidikan politik. 
Pemerintah daerah/kota memberikan fasilitasi penyelenggaraan 
pendidikan politik terhadap kegiatan, antara lain:51 
a. Seminar dan loka karya; 
b. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan; 
c. Asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis; 
d. Pagelaran seni dan budaya; 
e. Jambore, perkemahan, napak tilas; dan 
                                                             
50Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi 
Penyelenggaraan Pendidikan Politik. 
51Lihat Pasal 6Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi 
Penyelenggaraan Pendidikan Politik. 
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f. Berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas 
tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu. 
 
Dalam pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik yang diberikan oleh 
pemerintah daerah/kota kepada kelompok sasaran fasilitasi dalam hal ini 
partai politik dapat melakukan konsultasi, koordinasi dan menerima 
fasilitas penyediaan sarana dan prasarana melalui Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Dalam Negeri.52 Dalam hal konsultasi dan koordinasi sebagaimana yang 
dimaksud di atas dapat dilakukan dengan cara lisan melalui tatap muka 
atau sarana telekomunikasi dan dengan cara tertulis melalui pengiriman 
surat atau sarana telekomunikasi lainnya.53 Sedangkan dalam penyediaan 
sarana dan parasarana dapat berupa narasumber, tempat, dan sarana 
pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan, ketersedian, prosedur dan 
ketentuan yang berlaku.54 
Dan dalam hal fasilitas penyediaan materi pendidikan politik juga 
difasilitasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, materi pendidikan politik yang 
dimaksud adalah materi wajib dan materi pilihan.55 Adapun materi wajib 
                                                             
52Lihat Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 (1), dan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 
Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. 
53Lihat Pasal 8 ayat (2) – ayat (4), Pasal 9 ayat (2) – ayat (4)Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 
36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. 
54Lihat Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 Tentang 
Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. 
55Lihat Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 Tentang 
Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. 
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meliputi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.56 Dan materi pilihan, 
antara lain:57 
a. Demokrasi; 
b. Hak Asasi Manusia; 
c. Sistem Pemerintahan; 
d. Pertahanan dan Keamanan; 
e. Budaya dan Etika Politik; 
f. Kebijakan Publik; 
g. Pendidikan Kewarganegaraan; 
h. Politik Kesejahteraan Sosial; 
i. Politik Tata Ruang dan Lingkungan; 
j. Kepemerintahan yang baik; 
k. Globalisasi dan Politik Luar Negeri Indonesia; 
l. Partai Politik; 
m. Otonomi Daerah; 
n. Masyarakat Sipil; 
o. Pasar dan Dunia Usaha. 
 
Dalam sebuah partai politik, Anggaran Dasar (AD) merupakan 
kebijakan tertinggi dalam partai yang menjadi pedoman bagi peraturan 
di bawahnya dalam melaksanakan aktivitas politik. Sementara 
Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan aturan yang menjabarkan 
                                                             
56Lihat Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman 
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. 
57Lihat Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman 
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. 
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lebih lanjut mengenai isi Anggaran Dasar (AD) partai politik tersebut. 
Begitu pun partai politik di Kota Makassar dalam hal ini, DPD II Partai 
Golkar Kota makassar, DPC Partai Demokrat Kota Makassar, dan DPC 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Makassar sebagai 
sample dari penelitian ini. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah 
Tangga (ART) di jadikan rujukan oleh partai tersebut sebagai dasar 
pelaksanaan kegiatan partai. Sehingga dapat dikatakan Anggaran 
Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) memberi arahan 
kepada partai tentang apa yang harus dilakukan oleh partai. Berkaitan 
dengan pelaksanaan pendidikan politik, dalam Anggaran Dasar (AD) 
partai politik harus memuat pendidikan politik sesuai dengan amanat 
Undang – Undang No. 2 Tahun 201158, dimana partai politik 
mencantumkan aturan mengenai pendidikan politik dalam Anggaran 
Dasar (AD) agar menjadi pedoman kegiatan atau aktivitas politik dalam 
melaksanakan pendidikan politik untuk kader ataupun masyarakat. 
 Seperti dalam Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Demokrat 
mencantumkan aturan tentang pendidikan politik,yakni berbunyi: 
Pasal 18 Pendidikan Politik 
(1) Partai Demokrat melakukan pendidikan politik bagi masyarakat 
khususnya bagi anggota dan simpatisan dengan tujuan : 
a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 
                                                             
58Pasal 2 Angka (4) huruf (k) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. 
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b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 
c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun 
karakter bangsa sesuai identitas nasional; dan 
d. memelihara persatuan dan kesatuan. 
 Sedangkan dalam Anggaran Dasar Partai Golongan Karya dan 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak dijelaskan secara tegas 
mengenai pendidikan politik, akan tetapi dari beberapa pasal dalam 
Anggaran Dasar tersirat mengenai pendidikan politik. Hal ini dapat dilihat 
dari adanya pengaturan tentang tugas-tugas dari ketua-ketua bidang 
internal dan ketua-ketua bidang program partai. 
 Dalam melaksanakan amanat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran 
Rumah Tangga (ART) perlu adanya program kerja terkait pendidikan 
politik yang bersifat teknis yaitu program kerja yang dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan aktivitas politik partai. Program kerja ini lahir pada 
setiap rapat kerja partai. Berikut hasil wawancara penulis terhadap 
beberapa pengurus partai politik yang dijadikan sample pada penelitian 
ini. 
 Menurut H. Bahar Machmud selaku Ketua DPC Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan Kota Makassar: 
 “dalam merumuskan program kerja atau kegiatan yang akan 
dilaksanakan DPC, kami mengikuti turunan program kerja dari 
Kongres Partai dan melakukan Rapat Kerja Cabang dan Rapat 
Koordinasi Cabang untuk membahas dan menetapkan program 
kerja atau kegiatan partai kami”59 
                                                             
59Wawancara di Sekretariat DPC PDI-P Kota Makassar tanggal 25 Agustus 2015. 
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 Menurut Adi Rasyid Ali selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang 
Partai Demokrat Kota Makassar: 
 “untuk merumuskan dan menetapkan program kerja pada DPC 
Partai Demokrat Kota Makassar, kami berdasar pada AD/ART 
Partai, Rapat Kerja Partai dan dengan melihat kondisi sosial dan 
politik masyarakat di Kota Makassar”60. 
 
 Sedangkan menurut H.M. Irianto Ahmad selaku Sekretaris Dewan 
Pimpinan Daerah tingkat II Partai Golongan Karya Kota Makassar: 
 “Program Partai Golkar secara nasional dijabarkan di setiap 
daerah dalam berbagai tingkatan struktur partai sampai pada 
tingkat kelurahan. Mengacu pada program nasional itulah Golkar 
merumuskan program kerja terkait pendidikan politik”.61 
 
 Jadi,dalam merumuskan program kerja yang terkait pendidikan 
politik partai-partai politik di Kota Makassar mengacu pada AD/ART partai, 
hasil dari rapat kerja partai yakni program nasional ke program daerah dan 
dengan melihat kondisi masyarakat dalam hal ini masyarakat Kota 
Makassar.  
Pendidikan politik menurut UU No. 2 Tahun 2011 partai politik 
melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan 
masyarakat. Pada pembahasan kali ini Penulis mencoba memfokuskan 
analisis terhadap pendidikan politik bagi masyarakat (eksternal) yang telah 
dilaksanakan oleh partai politik di Kota Makassar dalam hal ini DPD II 
Partai Golkar, DPC Partai Demokrat, dan DPC Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan. 
                                                             
60Wawancara di Sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Makassar tanggal 28 Agustus 2015. 
61Wawancara di Sekretariat DPD II Partai Golkar Kota Makassar tanggal 20 Agustus 2015. 
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Menurut H.M. Irianto Ahmad selaku Sekretaris Dewan Pimpinan 
Daerah tingkat II Partai Golongan Karya Kota Makassar: 
“pendidikan politik yang dilakukan Partai Golkar dengan sasaran 
internal dan eksternal. Pendidikan politik internal untuk kader 
berupa pemantapan kelembagaan, konsolidasi seluruh jenjang 
organisasi, rekrutmen, pendataan anggota, dan orientasi training 
kader. Sedangkan pendidikan politik eksternal untuk masyarakat 
berupa seminar, penyuluhan hukum dan dialog atau diskusi publik 
terhadap isu-isu yang berkembang di kalangan masyarakat Kota 
Makassar. Hal ini dilakukan terstruktur di setiap wilayah (dapil) 
Partai Golkar Kota Makassar yang memiliki koordinator masing-
masing yang bertanggung jawab atas wilayahnya.”62 
  
Adapun program kerja terkait pendidikan politik yang telah 
dilaksanakan partai Golkar Kota Makassar menurut laporan 
pertanggungjawaban sebagai berikut: 
(1) Pada tahun anggaran 2011, partai Golkar menerima anggaran 
Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Kota Makassar sebesar 
Rp. 185,947,000 dan telah melaksanakan pendidikan politik menurut 
Laporan Pertanggungjawaban Partai Golkar yang telah diterima oleh 
Pemerintah Kota Makassar dan menggunakan anggaran sebesar 
Rp. 77. 015.650. untuk kegiatan pendidikan politik, yakni : 
 Diklat KarakterdesDapil V dan III. 
 Pelantikan Pengurus 2009-2014. 
 Diklat Bela Negara Pakatto. 
 Rakornas Kaderisasi Solo. 
 Jambore AMPG Cibubur. 
 Peringatan Isra Mi’raj. 
 
                                                             
62Wawancara di Sekretariat DPD II Partai Golkar Kota Makassar tanggal 20 Agustus 2015. 
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(2) Sedangkan pada tahun anggaran 2014, partai Golkar mendapatkan 
anggaran bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber 
dari APBD Kota Makassar sebesar Rp.177.110.000. dan telah 
melaksanakan pendidikan politik menurut LPJ partai Golkar yang 
telah diterima oleh Pemerintah Kota Makassar dan menggunakan 
anggaran sebesar Rp. 114.352.200 untuk kegiatan pendidikan 
politik, yakni: 
 Loka Karya Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) 
DPD II Partai Golkar Kota Makassar. 
 Diklat Kaderisasi dan Keanggotaan “Penyegaran dan Orientasi 
Khusus DPD II Kota Makassar dan Pengurus Kecamatan se-
Kota Makassar. 
 Dialog Interaktif bulanan “Perspektif Politik dan Hukum 
Terhadap Dualisme Partai Golkar. 
 Bimbingan Teknis Anggota DPRD Kota Makassar Terpilih dari 
Partai Golkar Hasil Pemilu 2014-2019. 
 Capacity Building Outbond Training DPD II “Partai Golkar Kota 
Makassar“. Tema “Membangun Teamwork yang memiliki 
Prestasi, dedikasi, dan loyalitas terhadap organisasi dalam 
mencapai tujuan”. 
Menurut Adi Rasyid Ali selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang 
Partai Demokrat Kota Makassar: 
“partai politik adalah institusi yang bisa memperjuangkan 
kepentingan masyarakat lewat pendidikan. Kita sadari bahwa pendidikan 
merupakan faktor yang mempengaruhi maju mundurnya suatu 
bangsa.Pendidikan politik merupakan suatu keharusan yang wajib 
dilaksanakan partai politik menurut undang-undang partai politik, dimana 
partai wajib melaksanakan pendidikan politik bagi kader dan masyarakat 
agar kedua sararan dari pendidikan politik ini lebih mengetahui dan paham 
akan hak-hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Seperti pada tahun 2012, Partai Demokrat melaksanakan 
pendidikan politik untuk kader partai dan masyarakat. Partai demokrat 
dalam tahun anggaran 2015 ini, berencana melaksanakan pendidikan 
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politik pada tingkat kota dan kecamatan, dan sasarannya adalah pengurus 
dan kader partai, tokoh masyarakat, dan umum. Dan yang 
bertanggungjawab adalah setiap Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai 
Demokrat.”63 
Adapun program kerja terkait pendidikan politik yang telah 
dilaksanakan partai Demokrat Kota Makassar sebagai berikut: 
1. Pada tahun anggaran 2011, Partai Demokrat mendapatkan 
anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber 
dari APBD Kota Makassar sebesar Rp. 155.641.000. dan telah 
melaksanakan pendidikan politik menurut LPJ Partai Demokrat 
yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Makassar dan 
menggunakan anggaran sebesar Rp. 47.700.000. untuk kegiatan 
pendidikan politik, yaitu Pelatihan Kader dan Kepemimpinan DPC 
Partai Demokrat Kota Makassar Tahun 2011. 
2. Sedangkan pada tahun anggaran 2014, Partai Demokrat 
mendapatkan anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
yang bersumber dari APBD Kota Makassar sebesar Rp. 
157.350.000. dan telah melaksanakan pendidikan politik menurut 
LPJ Partai Demokrat yang telah diterima oleh Pemerintah Kota 
Makassar dan menggunakan anggaran sebesar Rp. 114.850.000. 
untuk kegiatan pendidikan politik, yakni : 
 Pelatihan kader partai demokrat tingkat kota makassar tahun 
2014. 
 Pendidikan politik bagi kader partai demokrat tahun 2014. 
                                                             
63Wawancara di Sekretariat DPC Partai Demokrat Kota Makassar tanggal 28 Agustus 2015. 
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Menurut H. Bahar Machmud selaku Ketua DPC Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan Kota Makassar: 
“pendidikan politik merupakan hal yang urgen yang harus 
dilaksanakan partai politik. Karena pertama, agar masyarakat dan kader 
partai mengetahui seluk-beluk masalah sistem politik yang berlaku di 
Indonesia, mengetahui tentang sistem kepartaian. Kedua, harus 
mengetahui konstitusi kepartaian, begitu kader partai telah masuk pada 
partai politik dia harus tahu platform partai politiknya, idealismenya, 
sasarannya, tujuannya partai tersebut harus dibawa kemana. Terkait 
pendidikan politik bagi kader, kami memberikan materi tentang ideologi 
partai dimana pesertanya adalah kader dan simpatisan partai.Sedangkan 
pendidikan politik bagi masyarakat, kami biasanya memberikan seminar 
dan sosialisasi yang materinya soal empat pilar kebangsaan dan 
pesertanya adalah tokoh masyarakat, pemuda, dan LSM.”64 
Adapun program kerja terkait pendidikan politik yang telah 
dilaksanakan partai PDIP Kota Makassar sebagai berikut: 
1) Pada tahun anggaran 2011, PDIP mendapatkan anggaran bantuan 
keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBD Kota 
Makassar sebesar Rp.36.050.505. untuk pelaksanaan pendidikan 
politik dan biaya operasional sekretariat partai. Akan tetapi, 
menurut LPJ partai PDIP tahun 2011 yang telah diterima 
Pemerintah Kota Makassar Format LPJ yang salah. Dalam hal ini 
PDIP tidak menerangkan laporan tentang Bantuan Keuangan untuk 
Pendidikan Politik. PDIP mengganti Pendidikan Politik menjadi 
Honorarium. 
                                                             
64Wawancara di Sekretariat DPC PDI-P Kota Makassar tanggal 25 Agustus 2015. 
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2) Pada tahun anggaran 2014, PDIP mendapatkan anggaran Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD Kota 
Makassar sebesar Rp. 51.170.000. dan telah melaksanakan 
pendidikan politik menurut LPJ PDIP yang telah diterima oleh 
Pemerintah Kota Makassar dan menggunakan anggaran sebesar 
Rp. 33.575.785 untuk kegiatan pendidikan politik, yakni : 
 Pend. Politik Kader khusus tingkat madya Calon Pengurus 
Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan DPC PDIP di Hotel 
Agraha.  
 Pend. Politik untuk rakyat “Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan” di 
LAN Antang. 
Dengan melihat pemaparan data melalui wawancara dan laporan 
pertanggungjawaban bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota 
Makassar yang diberikan kepada partai politik terkait pendidikan politik, 
maka dapat dilihat bahwa partai-partai tersebut telah melaksanakan 
pendidikan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Dapat kita lihat pada penggunaan anggaran bantuan keuangan 
keuangan yang bersumber dari APBD Kota Makassar, partai-partai politik 
di Kota Makassar telah menggunakan melebihi 60% untuk kegiatan 
pendidikan politik yang telah yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) PP No. 83 
Tahun 2012. Partai-partai di Kota Makassar melaksanakan pendidikan 
politik bagi masyarakat (eksternal) dalam bentuk sosialisasi dan seminar. 
Sedangkan pendidikan politik untuk anggota/kader partai seperti 
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pendidikan dan pelatihan kader, dialog interaktif, bimbingan teknis 
Anggota DPRD yang terpilih dari partainya, dan kegiatan sosial yang 
menyangkut tentang pendidikan politik. 
Pendidikan politik dilaksanakan oleh partai politik bertujuan untuk 
membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, 
serta untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik yang 
positif.65  Sebagaimana juga yang diatur dalam Pasal 31 Angka (1) 
Undang-Undang No. 2 Tahun 2011  tujuan pendidikan politik adalah untuk 
meningkatkan partisipasi politik, inisiatif, kemandirian, kedewasaan, dan 
kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum 
tidak terlepas dari pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh 
partai politik. Karena pendidikan politik merupakan elemen penting dalam 
sistem sosial politik disetiap negara, baik negara maju maupun negara 
berkembang.Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kota 






                                                             





Tingkat Partisipasi Pemilih Kota Makassar 
Sumber : KPU Kota Makassar 
Dengan melihat tabel 4.1 diatas, maka dapat kita lihat bahwa data 
partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kota Makassar memang 
fluktuatif. Jumlah partisipasi pemilih terbesar selama 10 tahun itu hanya 
terjadi pada Pemilu Legislatif tahun 2004 yakni mencapai angka 75 persen 
lebih, selebihnya terus menurun. 
Hal diatas menunjukkan masih rendahnya partisipasi politik dan 
tingkat kesadaran masyarakat Kota Makassar akan haknya sebagai warga 
negara. Rendahnya partisipasi politik ini tidak terlepas dari pelaksanaan 
pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik di Kota Makassar yang 
seharusnya perlu ditingkatkan lagi. 
No. PEMILU DPT MEMILIH % TIDAK 
MEMILIH 
% 
1. PILEG 2004 768.882 583.705 75,92% 185.177 24,08% 
2. PILPRES 2004 849.831 617.483 72,66% 232.348 27,34% 
3. PILGUB 2007 927.533 503.067 54,24% 424.466 45,76% 
4. PILWALI 2008 955.873 555.996 58,17% 399.877 41,83% 
5. PILEG 2009 971.270 558.817 57,53% 412.435 42,47% 
6. PILPRES 2009 1.016.799 662.553 65,16% 354.246 34,84% 
7. PILGUB 2013 1.046.731 633.725 60,54% 413.006 39,46% 
8. PILWALI 2013 988.208 592.299 59,94% 395.909 40,06% 
9. PILEG 2014 1.020.585 627.178 61,45% 393.407 38,55% 
10. PILPRES 2014 1.005.446 636.802 60,46% 416.505 39,54% 
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Selain partisipasi politik, pendidikan politik juga bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Kesadaran pilitik adalah 
berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk 
wawasan politik individu yang dapat dicapai melalui arahan politik secara 
langsung, baik melalui formal maupun non-formal, melalui penjelasan-
penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan dan pengajaran politik 
langsung yang dilakukan oleh para pemikir dan pemimpin-pemimpin 
politik. Kesadaran politik masyarakat di Kota Makassar dapat kita lihat 
pada pertambahan jumlah kader / anggota partai politik.  
Seperti halnya pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota 
Makassar pada periode 2005 – 2010 memiliki total anggota sebanyak 
16.546 orang. Dan periode 2010 – 2015 telah memiliki anggota sebanyak 
39.305 orang yang terdaftar memiliki kartu anggota partai.66 
Bertambahnya jumlah anggota partai ini merupakan konsekuensi dari 
pelaksanaan pendidikan politik yang telah dilaksanakan di Kota Makassar. 
B. Konsekuensi Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi 
Masyarakat oleh Partai Politik di Kota Makassar. 
 Partai politik merupakan salah satu subjek dari pendidikan politik, 
hal ini terkait fungsi dari partai politik itu sendiri menurut Pasal 11 Undang-
Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik adalah sebagai sarana 
pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga 
                                                             
66DPC Partai Dekmokrasi Indonesia Perjuangan Kota Makassar. 
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negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
 Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik 
menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 partai politik berhak 
memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang 
mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan 
suara. 
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang diundangkan dan 
mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2012. Pasal 12 A ayat (1) dan 
Pasal 18 A Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan kepada BPK 
RI untuk membuat Peraturan BPK mengenai Tata Cara Penyampaian 
Laporan oleh Partai Politik dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil 
Pemeriksaan oleh BPK kepada partai politik, paling lama 1 (satu) tahun 
sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan. Berbeda dengan PP 
No. 5 Tahun 2009 yang tidak memberikan batasan porsi penggunaan 
bantuan keuangan antara pendidikan politik dan operasional sekretariat 
partai politik, PP No. 83 Tahun 2012 memberi batasan bahwa bantuan 
keuangan kepada partai politik yang digunakan untuk melaksanakan 
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pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit 
60% (enampuluh per seratus).  
 Partai politik di kota makassar yang mendapatkan kursi di DPRD 
Kota Makassar pun dalam hal ini berhak memperoleh anggaran bantuan 
keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Makassar. Anggaran bantuan keuangan yang diberikan 
tersebut, partai politik di Kota Makassar digunakan untuk melaksanakan 
pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Dan anggaran 
tersebut dipertanggungjawabkandalam bentuk laporan 
pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar 
setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
 Untuk menyalurkan dana bantuan keuangantersebut ke rekening 
kas umum partai politik, pengurus partai politik di Kota Makassar 
mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik yang 
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik kepada Walikota 
Makassar, dimana hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat 1, ayat (2) huruf c, 
ayat (3) huruf cPeraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012 dan Pasal 14 
ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 
2014.Surat permohonan tersebut harus menggunakan kop surat dan cap 
stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap 
kelengkapan administrasi berupa:67 
                                                             
67Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2014. 
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1) Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan 
Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten/kota atau 
sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris 
Jendral DPP partai politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir 
berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing partai politik; 
2) Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
3) Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan 
suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten/Kota 
yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum 
kabupaten/kota; 
4) Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan 
pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; 
5) Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik yang 
dibuktikan dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari 
jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik; 
6) Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan 
yang bersumber dari APBD kabupaten/kota tahun anggaran 
sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; 
dan 
7) Surat pernyataan Ketua partai politik yang menyatakan 
bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan 
anggaran bantuan keuangan partai poltik dan bersedia dituntut 
sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan 
keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan 
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Sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan 
menggunakan kop surat partai politik. 
 Surat permohonan yang dimaksud di atas tembusannya 
disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan 
Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota ata 
sebutan lainnya.68 Dan apabila partai politik tidak mengajukan surat 
permohonan tersebut pada tahun anggaran berjalan, maka bantuan 
keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.69 
 Dalam hal verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan 
permohonan bantuan keuangan kepada partai politik, pemerintah Kota 
Makassar membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan 
Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik yang diketuai oleh Kepala 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dengan 
keanggotaannya terdiri dari unsur Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kota Makassar, bagian hukum sekretariat Pemerintah Kota 
Makassar, Dinas Keuangan Kota Makassar, Inspektorat Kota Makassar, 
dan Komisi Pemilihan Umum kota Makassar. Pembentukan Tim Verifikasi 
ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar dan biaya verifikasi 
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Makassar.70 Hasil dari verifikasi tersebut di atas dibuat dalam berita acara 
hasil verifikasi.71 
                                                             
68Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2014. 
69Lihat Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2014. 
70Lihat Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2014. 
71Lihat Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2014. 
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 Setelah proses verifikasi kelengkapan administrasi di atas, maka 
dan bantuan keuangan kepada partai politik dapat disalurkan oleh pejabat 
pengelola keuangan daerah kota Makassar ke rekening kas umum partai 
politik dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan 
administrasi.72 Lalu Ketua partai politik di kota Makassar menyampaikan 
tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan tersebut 
kepada Walikota Makassar melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
Kota Makassar.73 
 Setelah menerima dana bantuan keuangan tersebut, partai politik 
wajib menggunakan bantuan keuangan ini sebagai dana penunjang 
kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. 
Penggunaan untuk kegiatan pendidikan politik paling sedikit 60% dari 
jumlah besaran bantuan yang diterima. Dimana kegiatan pendidikan politik 
ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pendidikan politik. 
Pada tahun anggaran 2014 Partai Golkar menerima mendapatkan 
anggaran bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari 
APBD Kota Makassar sebesar Rp.177.110.000. dan telah melaksanakan 
pendidikan politik menurut LPJ partai Golkar yang telah diterima oleh 
Pemerintah Kota Makassar dan menggunakan anggaran sebesar Rp. 
114.352.200 untuk kegiatan pendidikan politik, yakni:  
 Loka Karya Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) 
DPD II Partai Golkar Kota Makassar. 
                                                             
72Lihat Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2014. 
73Lihat Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2014. 
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 Diklat Kaderisasi dan Keanggotaan “Penyegaran dan Orientasi 
Khusus DPD II Kota Makassar dan Pengurus Kecamatan se-
Kota Makassar. 
 Dialog Interaktif bulanan “Perspektif Politik dan Hukum 
Terhadap Dualisme Partai Golkar. 
 Bimbingan Teknis Anggota DPRD Kota Makassar Terpilih dari 
Partai Golkar Hasil Pemilu 2014-2019. 
 Capacity Building Outbond Training DPD II “Partai Golkar Kota 
Makassar“. Tema “Membangun Teamwork yang memiliki 
Prestasi, dedikasi, dan loyalitas terhadap organisasi dalam 
mencapai tujuan”. 
 
Pada tahun anggaran 2014, Partai Demokrat mendapatkan 
anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari 
APBD Kota Makassar sebesar Rp. 157.350.000. dan telah melaksanakan 
pendidikan politik menurut LPJ Partai Demokrat yang telah diterima oleh 
Pemerintah Kota Makassar dan menggunakan anggaran sebesar Rp. 
114.850.000. untuk kegiatan pendidikan politik, yakni : 
 Pelatihan kader partai demokrat tingkat kota makassar tahun 
2014. 
 Pendidikan politik bagi kader partai demokrat tahun 2014. 
 
Pada tahun anggaran 2014, PDIP mendapatkan anggaran Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD Kota 
Makassar sebesar Rp. 51.170.000. dan telah melaksanakan pendidikan 
politik menurut LPJ PDIP yang telah diterima oleh Pemerintah Kota 
Makassar dan menggunakan anggaran sebesar Rp. 33.575.785 untuk 
kegiatan pendidikan politik, yakni : 
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 Pend. Politik Kader khusus tingkat madya Calon Pengurus 
Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan DPC PDIP di Hotel 
Agraha.  
 Pend. Politik untuk rakyat “Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan” di 
LAN Antang. 
 Setelah menerima dan menggunakan dana bantuan keuangan 
yang bersumber dari APBD kota Makassar, partai politik membuat 
pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas 
dana bantuan keuangan.74 Dan partai politik di kota Makassar harus 
membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran 
bantuan keuangan yang telah disalurkan. 
 Menurut Lihat Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
No. 77 Tahun 2014laporan pertanggungjawaban tersebut terdiri dari: 
1) Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan 
keuangan partai politik; dan 
2) Rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai 
politik per-kegiatan. 
 Laporan pertanggungjawaban di atas wajib disampaikan oleh Ketua 
partai politik tingkat kota Makassar paling lambat (1) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan 
Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan (audit).Dalam 
melakukan pemeriksaan bantuan keuangan kepada partai politik yang 
bersumber dari APBN/APBD, pemeriksa BPK perlu mengecek apakah 
realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan 
rencana penggunaan dana bantuan keuangan sebagaimana dilampirkan 
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oleh partai politik saat mengajukan permohonan bantuan. Bila realisasi 
dan rencana tidak sesuai, maka perlu dilakukan klarifikasi, karena partai 
politik sebagai lembaga publik sudah sewajarnya dapat merencanakan 
kegiatannya dengan baik. Pemeriksa juga perlu memastikan kewajaran 
pengeluaran dana bantuan keuangan dan bukti-bukti pendukungnya. 
Selain itu, pemeriksa perlu memperhatikan apakah terdapat pembebanan 
ganda pada pencatatan pengeluaran atas bantuan dana APBN/APBD 
yang diperiksa oleh akuntan publik. 
Menurut Pasal 34A ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 
Badan Pemeriksaan Keuangan melakukan pemeriksaan (audit) atas 
laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan 
keuangan yang bersumber dari APBD/APBN dilakukan setelah 3 (tiga) 
bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hasil audit atas laporan 
pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada partai politik paling 
lambat 1 bulan setelah diaudit75. Setalah diperiksa oleh BPK, partai politik 
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada 
pemerintah dalam hal ini Walikota Kota Makassar. 
 Dalam hal partai politik yang melanggar atau tidak menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik 
yang bersumber dari APBN/APBD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
13 huruf i UU No. 2 Tahun 2011, Pasal 13 PP No. 83 Tahun 2012, dan 
Pasal 30 Permendagri No. 77 Tahun 2014 maka dikenakan sanksi 
administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN/APBD sampai 
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laporan pertanggungjawaban tersebut diterima oleh Pemerintah dalam 
tahun anggaran berkenaan. Ketentuan sanksi administratif ini diatur 
dalam: 
1) Pasal 47 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011 
“pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian 
bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan 
diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan”. 
 
2) Pasal 16 PP No. 83 Tahun 2012 
”Partai politikyang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa penghentian 
bantuan keuangan APBN/APBD sampai laporan diterima oleh 
Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan”. 
 
3) Pasal 34 Permendagri No. 77 Tahun 2014 
“Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksu 
dalam Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa penghentian 
bantuan keuangan dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan 
sampai laporan diterima oleh: 
1. Menteri melalui Direktur Jendral Kesatuan Bangsa dan politik untuk 
partai politik tingkat pusat; 
2. Gubernur untuk partai politik tingkat provinsi; dan 
3. Bupati/Walikota untuk partai politik tingkatan kabupaten/kota.” 
 
Jadi konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan pendidikan politik bagi 
masyarakat oleh partai politik di Kota Makassar yaitu partai poltik yang 
menerima bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Makassar yang digunakan sebagai dana 
penunjang pendidikan politik bagi kader dan anggota partai politik dan 
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operasional sekretariat partai poltik diwajibkan untuk menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut kepada 
Pemerintah Kota Makassar (Walikota Makassar) setelah diperiksa Badan 
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan bagi 
partai poltik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan 
keuangan yang bersumber dari APBD Kota Makassar sampai laporan 





















Dari hasil uraian penelitian dan pembahasan yang telah penulis 
paparkan mengenai pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat oleh 
partai politik di Kota Makassar berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 
2011 Tentang Partai Politik, maka penulis dapat menarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Dalam hal pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat oleh partai 
politik di kota makassar merumuskan program kerja terkait pendidikan 
politik mengacu pada AD/ART partai, hasil dari rapat kerja yakni 
program nasional ke program daerah dan dengan melihat kondisi 
masyarakat Kota Makassar. Bentuk kegiatan pendidikan politik bagi 
masyarakat (eksternal) yang telah dilaksanakan oleh partai politik 
tersebut dalam bentuk seminar dan sosialisasi. Hal ini telah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Dalam hal konsekuensi yuridis pelaksanaan pendidikan politik bagi 
masyarakat oleh partai politik di Kota Makassar, partai poltik yang 
menerima bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar yang digunakan 
sebagai dana penunjang pendidikan politik bagi kader dan anggota 
partai politik dan operasional sekretariat partai poltik diwajibkan untuk 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan 
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tersebut kepada Pemerintah Kota Makassar (Walikota Makassar) 
setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi 
Sulawesi Selatan. Dan bagi partai poltik yang tidak menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban tersebut akan dikenakan sanksi 
administratif berupa penghentian bantuan keuangan yang bersumber 
dari APBD Kota Makassar sampai laporan pertanggungjawaban 
tersebut diterima oleh Pemerintah Kota Makassar (Walikota Makassar). 
 
B. Saran 
Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka selanjutnya penulis 
mengajukan saran terkait hasil penelitian penulis. Adapun saran tersebut 
antara lain : 
1. Partai politik sebaiknya lebih meningkatkan lagi fungsinya sebagai 
sarana pendidikan politik bagi masyarakat dengan melakukan kegiatan-
kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran kepada masyarakat 
tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan 
melibatkan seluruh lapisan masyarakat demi mencapai kesatuan 
bangsa. Dan partai politik harus menyeimbangkan dalam merumuskan 
program kerja terkait kegiatan pendidikan politik bagi kader partai dan 
pendidikan politik bagi masyarakat. 
2. Pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan terhadap kegiatan-
kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik baik bagi 
kader partai maupun bagi masyarakat. Dan sebaiknya Pemerintah 
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